








INTISARI

Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Dalam

Hubungan Dengan Desentralisasi Di Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan penelitian

empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kebijakan kebijakan pemerintah daerah

dalam hubungan dengan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah tidak menyalahgunakan

wewenangnya dalam mengeluarkan kebijakan khususnya dalam kebijakan pertambangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi dan ekologi untuk membantu

pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga kebijakan kebijakan pemerintah

daerah mampv mensejahterakan rakyat.

Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendesain desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris. Desain disentrailsasi

asimetris ini dikarenakan model Desentralisasi yang seragam mengabaikan kenyataan

bahwa daerah memiliki tingkat kematangan, cakupan wilayah, potensi daerah, dan

jumlah penduduk yang berbeda antara satu dengan lainnya.Model desentralisasi seragam

yang sekarang berlaku juga mempersulit daerah dalam pengembangan struktur birokrasi

yang efisien dan aparatur yalig profesional, mengingat kompetensi dan kebutuhan mereka

yang berbeda-beda.

2. Menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib pemerintah Kabupaten Timor Tengah

Utara.
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ABSTRACT

Research on government policy in the mining sector in relation to decentralization in

Regency of Timor Tengah Utara is an empirical research. This research aims to improve

government policies in relation to decentralization, so that local governments do not abuse their

authority in issuing the policy especially in the mining policy.

This research uses sociological and ecological approach to assist local governments in

issuing the policy so that policies can prosper the people.

Results from this research are:

1. To design symmetric decentralization to asymmetric decentralization. The design of

asymmetric decentralization is used because a unifonn decentralized model ignore the

fact that the area has a level of maturity, the coverage area, the potential of the area and

population that varies between one and the other. Uniform decentralization model also

complicate the region in the developing bureaucratic structures.

2. Make the agricultural sector as a mandatory

Timor Regency.

3. Mining policy should be based on the study of sociology ecology
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